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Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Agar proses penyaluran BLT-Dana Desa berjalan
dengan baik, perlu dilakukan koordinasi lintas
sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang
baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya
dalam pembinaan dan pengawasan pendataan
calon penerima BLT-Dana Desa.

A. Pemerintah Pusat

& Melaksanakan koordinasi dan memberikan
arah kebijakan pelaksanaan pendataan.

# Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan pendataan.

B. Pemerintah Daerah Provinsi

@ Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan terkait
kegiatan pendataan melalui:

© Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMD)
kabupaten/kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintahan
Desa/PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/Badan
Permusyawaratan Desa (BPD); dan

© Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap
pelaksanaan BLT-Dana Desa.

@ Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang
berasal dari pemerintah pusat dan daerah, serta mengatur jumlah target
sasaran dan penyalurannya.
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C. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota

Mengarahkan koordinasi antar
dinas terkait, khususnya Dinas
Sosial, Dinas PMD, Camat serta
Kepala Desa dalam pemanfataan
DTKS sesuai dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Mengarahkan koordinasi antar
dinas terkait, khususnya Dinas
Sosial dan Dinas Administrasi
Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) dalam proses
pemutakhiran Nomor Induk
Kependudukan (NIK) pada DTKS,
sesuai dengan arahan Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Surat
Edaran Kementerian Sosial.

2. Dinas Sosial

® Jika memungkinkan, bekerja sama
dengan desa melakukan verifikasi
dan validasi secara cepat dengan
melibatkan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos) serta potensi
dan sumber kesejahteraan sosial
di kecamatan. Proses pendataan
DTKS di kabupaten/kota mengikuti
Peraturan Menteri Sosial Nomor 5
Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial.

Bersama dengan Bappeda,

Dinas Sosial dan instansi terkait
berkoordinasi dengan pemerintah
provinsi sehubungan dengan jumlah
target sasaran dan waktu penyaluran
berbagai bantuan sosial di daerahnya
(memastikan tidak adanya tumpang
tindih data dan penerima BLT-Dana
Desa dan bantuan sosial lainnya).

Menyebarluaskan informasi pendataan
penerima BLT-Dana Desa dan
melakukan pengawasan pendataan
calon penerima BLT-Dana Desa.
Melibatkan organisasi masyarakat sipil
untuk aktif memfasilitasi dan/atau
mengawasi pelaksanaan

BLT-Dana Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa (Dinas
PMD)

Dinas PMD dan dinas terkait lainnya
melakukan peningkatan kapasitas
dan/atau memberikan bantuan teknis
kepada kecamatan (Camat, PTPD dan
Pendamping Desa) dan pemerintah
desa/BPD terkait pendataan calon
penerima BLT-Dana Desa.

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Menyediakan data penduduk
berdasarkan NIK kepada Bappeda
dan desa untuk dibandingkan
dengan DTKS.
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5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Secara berjenjang, memastikan agar pelaksanaan penanganan
COVID-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara
khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Desa

dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.

C. Kecamatan (Tim Kecamatan yang
Terdiri dari Camat, PTPD, dan
Pendamping Desa)

® Membantu Bupati/Wali Kota memverifikasi daftar usulan kepala
keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa yang
diusulkan Kepala Desa.

® Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon
penerima BLT-Dana Desa.

© Tim kecamatan memfasilitasi, mendampingi dan membimbing
pemerintah desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 Desa dan/
atau Relawan Desa melakukan percepatan melakukan percepatan
pendataan dan penyaluran BLT-Dana Desa.
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Alur Pengusulan Data Penerima
BLT-Dana Desa untuk Pembaharuan DTKS
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Masyarakat Dapat Melaporkan Keluhan
Melalui Saluran Pengaduan:

Kementerian Desa PDTT:

% Website: http://sipemandu.kemendesa.go.id/

& Call center;: 1500040

& SMS: 087788990040 / 081288990040 dengan format:
(Nama/NIK/Prov/Kab/Kec/Desa/Aduan)

B Facebook: Kirim pesan ke facebook.com/kemendesa.1

¥ Twitter: Kirim pesan/direct message (DM) ke @kemendesa

Lainnya:

4 Usulan pemutakhiran DTKS
Pemberian informasi DTKS ke desa

4 Sinkronisasi DTKS dengan SIAK

# Kepala Desa/Pemerintah Desa
§ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) KOMPAK

¥ www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden/KSP)




